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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan 
Pelaksanaan Pengupahaan Terhadap Para Pekerja Oleh Perusahaan 
Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban di Kabupaten Kapuas Hulu, 
belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku dalam hal ini Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan “Pengusaha dilarang membayar upah lebih 
rendah dari upah minimum” yang diatur berdasarkan Upah minimum 
Kabupaten/kota Kapuas Hulu. Hal ini terlihat pada :  
1. Pengupahan dengan menggunakan sistem bagi hasil/satuan hasil , 5%  
untuk kernet, 12% untuk sopir, 83%  kembali ke Perusahaan dengan 
menanggung biaya operasional, pemeliharaan, perawatan, dan 
kerusakan. 
2. Upah yang di terima sopir sebesar 12 % Pada musim pendapatan ramai 
dan pendapatan pada musim sepi mencapai di atas upah minimum 
kabupaten/kota (UMK) Kabupaten Kapuas Hulu. 
3. Upah Yang diterima kernet  Sebesar 5% Pada musim pendapatan ramai 





4. Upah Yang diterima kernet sebesar 5% pada saat pendapatan dimusim 
sepi tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten kota (UMK) Kapuas 
Hulu. 
B. Saran 
Dari simpulan di atas penulis ingin memberikan saran dan sekiranya 
membantu dan berguna bagi para pihak. 
 
1. Perusahaan Angkutan Umum PT. Putra Kembar Iban harus bisa 
menaikan upah terhadap kernet yang belum mencapai Upah Minimum 
Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Kapuas Hulu. 
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat harus 
melakukan pengawasan, memberi penyuluhan dan arahan yang tepat 
mengenai Pengupahan yang dilakukan dengan bagi hasil/satuan hasil 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang 
Pengupahan. 
3. Perlu dilakukan Penambahan pegawai yang berwenang mengawasi 
mengenai Pengupahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. 
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